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Gambar 1.

Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Mayor CKU (Corps Keuangan)
Pewira Keuagan Iwan Setiawanpejabat pengelola administrasi keuangan
di lingkungan Korem 041/Gamas terkait mekanisme pengajuan data
pembayaran tunjangan kinerja serta proses penyusunan administrasi
keuangan.

Gambar 2.

Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Kapten CKH (Corps Hukum)
Pewira Hukum Dika Purmadi S.H. pejabat hukum di lingkungan Korem

041/Gamas yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme administrasi
keuangan serta prosedur pengelolaan tunjangan kinerja prajurit TNI.



Gambar 3.

Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Dr. Arief Wirawan. Kepala
Seksi Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang memberikan
keterangan terkait mekanisme penanganan perkara serta proses penuntutan
dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan
tunjangan kinerja di lingkungan Korem 041/Gamas

Gambar 4.
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Gambar 5.

Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Novita, S.H. dan Meilina
Simatupang, S.E., S.H. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam rangka memperoleh informasi
mengenai proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan
dengan pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Korem 041/Garuda
Emas.



